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ABSTRAK 

 

LOGISTIK HALAL INDONESIA 

(Kajian Perilaku Konsumen dan Distributor Produk Halal 

di Wilayah D.I Yogyakarta) 

 

 

Oleh 

Masrul Indrayana, ST.MT 

 

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia sudah semestinya diberikan 

jaminan ketersediaan produk-produk halal. Sebagian besar Negara Asia; 

Malaysia, Philipina, Thailand dan Jepang telah fokus terhadap ketersediaan 

produk halal. Penanganan produk dari awal proses produksi hingga jalur logistik 

dijalankan sesuai aturan syariah dalam Agama Islam.  

Seiring dengan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai 

tahun 2019, khususnya perusahaan jasa distribusi/ logistik, dipandang perlu untuk 

memodelkan Logistik Halal Indonesia sesuai kondisi dan syariah yang berlaku. 

Penyebaran kuisioner dan proses wawancara dilakukan kepada konsumen muslim 

di D.I Yogyakarta dan pelaku usaha produk halal. 

Kepedulian masyarakat muslim Yogyakarta terhadap konsumsi produk halal 

dikategorikan sangat baik. Konsistensi konsumsi produk halal masyarakat 

Yogyakarta berkategori cukup baik. Distributor dan konsumen Produk Halal D.I 

Yogyakarta pada umumnya tidak mengetahui adanya Undang-undang Produk 

Halal yang akan diberlakukan pada tahun 2019. Pasar logistik halal produk daging 

Yogyakarta sebanyak 50% dikuasai oleh pemerintah melalui UPT pemotongan 

hewan ternak di Giwangan yang telah tersertifikasi halal MUI. Sebagian lainnya 

diisi oleh pengusaha mandiri atau personal yang sebagian besar belum 

tersertifikasi halal MUI. 
 

 

Kata Kunci: Produk Halal, MUI, Konsumen dan Distirbutor Produk Halal D.I 

Yogyakarta, Undang-undang Produk Halal 2019 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Indonesia sebagai negara muslim terbesar dunia sudah semestinya diberikan 

jaminan ketersediaan produk-produk halal. Untuk menjamin kehalalan produk 

sampai di tangan konsumen perlu diawasi dari hulu hingga hilir. Selama ini 

Majelis Ulama Indonesia (MUI) hanya fokus melakukan sertifikasi untuk produk, 

belum memperhatikan distirbusi/ pergerakan barang sampai ke tangan pelanggan.  

Perhatian akan produksi dan logistik halal Indonesia sangat jauh berbeda 

dengan Negara ASEAN lainnya. Malaysia telah mempersiapkan diri menjadi 

penghubung makanan halal tingkat dunia pada tahun 2020. Negara Thailand 

menjadikan Pattani sebagai pusat pemrosesan makanan halal. Negara Filipina 

membangun Mindano sebagai pusat makanan halal dunia (Noor, 2013).  

Di Indonesia, regulasi terkait logistik halal belum diatur dengan jelas. 

Sertifikasi halal perusahaan dan supplier logistik di Indonesia masih sangat rendah 

(Republika, MUI Dorong Sertifikasi Halal Hingga Tahap Distribusi, 29 Januari 

2016). Selama ini belum ada arahan dari MUI tentang kebutuhan sertifikasi 

logistik halal. Untuk melakukan sertifikasi produk jasa seperti perusahaan 

distribusi/ logistik baru muncul setelah adanya Undang-undang Jaminan Produk 

Halal yang akan diberlakukan mulai tahun 2019.  
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Kebutuhan sertifikasi logistik halal memang diperlukan mengingat 

Indonesia sebagai negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. Namun, 

aturan ke arah tersebut tetap perlu diperhitungkan dengan matang agar tidak 

menimbulkan dampak-dampak negatif terhadap kebutuhan pokok masyarakat. 

Pengusaha menengah ke bawah tidak memiliki kesiapan apabila regulasi 

tidak dipikirkan dengan matang. Untuk itu, aturan atau regulasi yang dibuat harus 

bisa diadopsi oleh seluruh masyarakat. Ketidaksiapan menghadapi regulasi bisa 

jadi membuat para pengusaha Usaha Kecil Menegah (UKM) bangkrut (Republika, 

Kemenhub Segera Kaji Aturan Distribusi Produk Halal, 29 Januari 2016). 

Sampai saat ini, usaha yang sudah mendapatkan sertifikasi halal dari MUI masih 

sangat sedikit yaitu sekitar 3.000 usaha. Sementara, jumlah usaha kecil dan rumah 

tangga ada sekitar 1,2 juta ditambah industri menengah besar sebanyak 6.000.  

Sementara itu, kesadaran masyarakat untuk memilih, membeli, dan 

mengonsumsi produk-produk halal, masih rendah. Faktor terduga atas rendahnya 

kesadaran masyarakat untuk membeli dan mengonsumsi produk halal salah 

satunya dipicu oleh cara pandang terhadap halal dilihat hanya sekedar wajib 

bukan sebagai kebutuhan (Republika, Kesadaran Masyarakat Indonesia 

Mengonsumsi Produk Halal Masih Rendah, 16 Februari 2016). Untuk itu 

kesadaran akan pentingnya produk halal perlu dipupuk. Salah satunya dengan 

edukasi dan sosialisasi dari pemerintah dan lembaga berwenang. 
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1.2 Perumusan Masalah  

Pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal yang akan dimulai 

pada tahun 2019 sudah semestinya disosialisasikan dan disiapkan bagi pelaku 

usaha. Label Halal MUI yang masih terpusat dalam proses produksi semestinya 

diperluas hingga jaminan kegiatan pendistribusian produk. Kesadaran dan 

kepedulian konsumen produk halal yang selama ini teridentifikasi cukup rendah 

perlu ditingkatkan hingga menjamin ketersediaan pilihan produk halal. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana perilaku distributor dan konsumen produk halal di D.I Yogyakarta 

dalam menyongsong pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal 

yang akan dimulai pada tahun 2019? 

2. Bagaimana Model Logistik Halal di D.I Yogyakarta? 

Perilaku distributor dan konsumen produk halal akan diamati melalui 

penelitian langsung berkaitan pengetahuan, kesiapan dan kepedulian terhadap 

jaminan ketersediaan produk halal di pasaran. Setelah itu akan dirumuskan Model 

Logistik Halal yang dapat dijadikan pedoman di D.I Yogyakarta.  

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai adalah: 

1. Untuk memperoleh gambaran perilaku distributor dan konsumen produk halal 

berkaitan pemberlakuan Undang-undang Jaminan Produk Halal mulai tahun 

2019 di D.I Yogyakarta.  

2. Untuk memperoleh Model Logistik Halal di D.I Yogyakarta. 
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BAB II 

 TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1. Pengertian Halal dan Haram 

Halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan oleh syari’at untuk di 

konsumsi, Terutama dalam hal makanan dan minuman. Dalam firman Allah 

SWT: 

“Hai sekalian manusia Makanlah yang halal lagi baik dari apa yang 

terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; 

karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu” (QS. al-

Baqarah : 168).  “Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, 

(daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang 

dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali 

yang sempat kamu menyembelihnya, dan (diharamkan bagimu memakan hewan) 

yang disembelih untuk berhala...” (QS. al-Ma’idah: 3). 

Dalam ayat di atas telah diterangkan bahwa orang-orang islam di syariatkan 

untuk makan makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal dan baik disini 

adalah makanan yang di perbolehkan oleh syarat baik dari segi zatnya, cara 

memperolehnya dan cara mengolahnya dan baik bagi kesehatan serta tidak 

membahayakan dirinya. Sedangkan haram adalah segala sesuatu yang di larang 

oleh syariat untuk dikonsumsi, dan apabila tetap dikonsumsi akan mendapatkan 
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dosa kecuali dalam keadaan terpaksa, serta banyak sekali madhratnya dari pada 

hikmahnya. 

Mengkonsumsi makanan yang halal dan baik (thayib) merupakan perintah 

Allah SWT yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang beriman. Perintah ini 

dapat disejajarkan dengan bertaqwa kepada Allah. Dengan demikian, 

mengkonsumsi makanan halal dengan dilandasi iman dan taqwa karena mengikuti 

perintah Allah SWT merupakan ibadah yang mendatangkan pahala dan 

memberikan kebaikan dunia dan akhirat. Sebaliknya, mengkonsumsi yang haram 

merupakan perbuatan maksiat yang mendatangkan dosa dan keburukan baik dunia 

maupun akhirat. 

 Di dalam Al-Qur’an telah ditegaskan bahwa makanan dan minuman yang 

diharamkan adalah: Bangkai, Darah, Babi, Binatang yang disembelih dengan 

menyebut nama selain Allah SWT, Khamr atau minuman yang 

memabukkan. Jumlah makanan yang diharamkan Allah SWT untuk dimakan 

sangatlah sedikit. Selebihnya, apa yang ada di muka bumi ini pada dasarnya 

adalah halal, kecuali yang dilarang secara tegas dalam Al Qur’an dan Hadits.  

Namun perkembangan teknologi telah menciptakan aneka produk olahan 

yang kehalalannya diragukan. Akibatnya kehalalan dan keharaman sebuah produk 

seringkali tidak jelas karena bercampur aduk dengan bahan yang diragukan 

kehalalannya. Hal ini menyebabkan berbagai macam produk olahan menjadi 

syubhat dalam arti meragukan dan tidak jelas status kehalalannya.Makanan 

dikatakan halal paling tidak harus memenuhi tiga kriteria, yaitu halal zatnya, halal 

cara memperolenya, dan halal cara pengolahannya.  
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2.2. Konsep Halal dan Haram 

Salah satu faktor penentu konsumsi suatu produk adalah identitas dan 

keyakinan agama (talib, 2012). Umat hindu dan budha membatasi diri terhadap 

konsumi daging babi dan sapi. Sedangkan umat islam, aturan agama mengambil 

peran dalam membatasi konsumsi daging dan minuman yang dianggap haram.  

Prinsip pertama pertama yang ditetapkan Islam, ialah: bahwa asal sesuatu 

yang dicipta Allah adalah halal dan mubah. Tidak ada satupun yang haram, 

kecuali karena ada nas yang sah dan tegas dari syari' (yang berwenang membuat 

hukum itu sendiri, yaitu Allah dan Rasul) yang mengharamkannya. Kalau tidak 

ada nas yang sah –misalnya karena ada sebagian Hadis lemah-- atau tidak ada nas 

yang tegas (sharih) yang menunjukkan haram, maka hal tersebut tetap 

sebagaimana asalnya, yaitu mubah.  

Ulama-ulama Islam mendasarkan ketetapannya, bahwa segala sesuatu 

asalnya mubah, seperti tersebut di atas, dengan dalil ayat-ayat al-Quran yang 

antara lain: 

"Belum tahukah kamu, bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu 

apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi; dan Ia telah 

sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatNya yang nampak maupun yang tidak 

nampak." (Luqman: 20) 

Semua hal yang menyangkut dan berhubungan dengan harta benda 

hendaknya dilihat dan dihukumi dengan kriteria halal dan haram. Semua praktek-

praktek jahat dan kecurangan yang berhubungan dengan transaksi harta benda dan 
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kekayaan dilarang. Semua larangan itu berdasarkan satu prinsip: jangan ada 

ketidakadilan dan jangan ada penipuan.  

Perbedaan antara halal dan haram bukan saja mengharuskan tujuannya mesti 

benar, namun sarana untuk mencapai tujuan itu juga haruslah baik. Dalam islam 

disyaratkan, untuk bisa meraih harta yang halal harus satunya antara niat, proses, 

dan sarana yang digunakan. Dalam arti, sekalipun didahului dengan niat yang 

baik, akan tetapi jika proses dan sarana yang dipakai tidak dibenarkan oleh islam, 

maka niscaya harta yang dihasilkan tidak akan barokah, dan haram hukumnya.  

Prinsip etika dalam suatu bisnis yang wajib dilaksanakan oleh setiap 

produsen muslim baik individu maupun komunitas adalah berpegang pada semua 

yang dihalalkan Allah dan tidak melawati batas. Seorang muslim tidak boleh 

menanam apa-apa yang membahayakan dan apa-apa yang diharamkan, seorang 

muslim juga dilarang memproduksi barang-barang haram baik haram dikenakan 

ataupun haram dikoleksi dan diantara produk yang dilarang keras beredar ialah 

produk yang merusak akidah, etika dan moral manusia. 

 

2.3 Lembaga Serifikasi Halal 

Penentuan halal tidaknya suatu produk makanan dan minuman pada era 

global ini tidak mudah bahkan mempunyai tingkat kesulitan yang tinggi. Hal ini 

disebabkan banyaknya bahan baku dan bahan tambahan yang menggunakan 

bahan-bahan dari non muslim atau negara barat. Ada beberapa hal yang dapat 

dilakukan untuk menjamin hak mendapatkan makanan dan minuman yang halal. 

Pertama adanya jaminan undang-undang yang melindungi. Kedua, mengetahui 
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komposisi dan asal-usul serta cara memproduksi makanan dan minuman. Ketiga 

yaitu pihak yang berwenang bekerja keras menyusun daftar bahan baku dan bahan 

tambahan yang sudah diperiksa kehalalannya (Dewi, 2007). 

Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama 

Indonesia atau yang disingkat LPPOM MUI adalah lembaga yang memelopori 

pemberian sertifikat halal yang pertama dan masih dianggap satu-satunya di 

Indonesia. LPPOM MUI bertugas meneliti, mengkaji, menganalisa dan 

memutuskan apakah produk-produk baik pangan dan turunannya, obat-obatan dan 

kosmetika aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi agama Islam 

yakni halal atau boleh dan baik untuk dikonsumsi bagi umat muslim khususnya di 

wilayah Indonesia, selain itu memberikan rekomendasi, merumuskan ketentuan 

dan bimbingan kepada masyarakat. 

Sebagai lembaga otonom, bentukan MUI, LPPOM MUI tidak berjalan 

sendiri. Keduanya memiliki kaitan erat dalam mengeluarkan keputusan. Sertifikat 

Halal merupakan langkah yang berhasil dijalankan sampai sekarang. Di dalamnya 

tertulis fatwa MUI yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai dengan syariat 

Islam dan menjadi syarat pencantuman label halal dalam setiap produk pangan, 

obat-obatan, dan kosmetika. 

Syarat kehalalan produk tersebut meliputi: 

1. Tidak mengandung babi dan bahan bahan yang berasal dari babi 

2. Tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti; bahan yang berasal 

dari organ manusia, darah, dan kotoran-kotoran. 

3. Semua bahan yang berasal dari hewan yang disembelih dengan syariat Islam. 
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4. Semua tempat penyimpanan tempat penjualan pengolahan dan transportasinya 

tidak boleh digunakan untuk babi; jika pernah digunakan untuk babi atau 

barang yang tidak halal lainnya terlebih dahulu dibersihkan dengan tata cara 

yang diatur menurut syariat. 

Setiap produsen yang mengajukan sertifikasi halal bagi produknya harus 

melampirkan spesifikasi dan Sertifikat Halal bahan baku, bahan tambahan, dan 

bahan penolong serta bahan aliran proses. Surat keterangan itu bisa dari MUI 

daerah (produk lokal) atau lembaga Islam yang diakui oleh MUI (produk impor) 

untuk bahan yang berasal dari hewan dan turunannya. 

Sertifikat halal berlaku selama dua tahun, sedangkan untuk daging yang 

diekspor sertifikat diberikan pada setiap pengapalan. Dalam rentang waktu 

tersebut, produsen harus bisa menjamin kehalalan produknya. Proses 

penjaminannya dengan cara pengangkatan Auditor Halal Internal untuk 

memeriksa dan mengevaluasi Sistem Jaminan Halal (Halal Assurance System) di 

dalam perusahaan. Auditor Halal tersebut disyaratkan harus beragama Islam dan 

berasal dari bagian terkait dengan produksi halal. Hasil audit oleh auditor ini 

dilaporkan kepada LPPOM MUI secara periodik (enam bulan sekali) dan bila 

diperlukan LPPOM MUI melakukan inspeksi mendadak dengan membawa surat 

tugas.  

Kiprah Internasional Selain mengadakan sertifikasi halal di tingkat nasional, 

LPPOM MUI juga mengadakan kerja sama dengan lembaga sertifikasi halal di 

berbagai belahan dunia melalui Dewan Halal Dunia (World Halal Council, WHC) 

yang dirintis sejak tanggal 6 Desember 1999. Tema besar yang diangkat dewan ini 
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adalah masalah standarisasi halal termasuk prosedur maupun sertifikasinya, 

mengingat organisasi yang mengeluarkan sertifikat di berbagai negara memiliki 

prosedur dan standar yang berbeda-beda. Sebagai langkah awal, WHC 

menerapkan sertifikasi dan standarisasi halal yang digunakan di Indonesia. WHC 

berniat mengajukan standar halal kepada lembaga internasional WTO (World 

Trade Organization). Kantor WHC berkedudukan di Jakarta. 

 

2.4 Sistem Logistik Halal 

Secara tradisional logistik muncul dari pengertian disitribusi fisik, proses 

perencanaan, implementasi dan pengendalian efisiensi aliran dan penyimpanan 

barang, jasa dan informasi yang berhubungan dari titik asal konsumsi dengan 

jaminan efisiensi biaya (talib, 2014). Manajemen logistik bertujuan tercapainya 

kepuasan konsumen melalui jaminan ketersediaan produk atau jasa pada waktu 

yang tepat, jumlah yang tepat dengan deskripsi yang benar dan dalam kondisi 

yang baik (Lambert et al, 1998). 

Beberapa tahun terakhir, sistem logistik halal telah menjadi perhatian serius 

khususnya untuk kawasan Asia. Seiring dengan pertumbuhan penduduk muslim 

dunia yang meningkat rata-rata 20% setiap sepuluh tahunnya berdampak 

terdorongnya perekonomian produk halal. Berdasarkan data tahun 2012 belanja 

muslim tertinggi untuk produk makanan, keuangan, pakaian, perjalanan, media 

dan rekreasi, obat-obatan, kosmetik dan logistik. Diperkirakan belanja muslim 

pada tahun 2018 akan tumbuh sebesar $2.4 trillion. 
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Nippon Express sebagai perusahaan distribusi terbesar di Jepang telah 

menjalankan sistem logistik halal. Pengawasan pendistribusian barang dimulai 

dari persiapan kontainer diiringi dengan do’a oleh seorang muslim. Kebersihan 

kontainer dan petugas yang menangani telah dituangkan dalam aturan operasional 

baku (SOP) sesuai syariat islam.  

Sistem logistik halal merupakan proses mengelola pengadaan, pergerakan, 

penyimpanan dan penanganan material, ternak dan persediaan barang setengah 

jadi baik makanan dan bukan makanan bersama dengan informasi terkait dan 

aliran dokumentasi melalui organisasi perusahaan dan rantai pasok yang patuh 

terhadap prinsip-prinsip syariah. Prinsip logsitik halal menjamin harapan 

pelanggan muslim, menghindarkan kesalahan dan kontaminasi barang dari hal-hal 

yang melanggar syariat islam. Prinsip tersebut dilaksanakan untuk seluruh tahapan 

logistik halal dimulai dari produksi, pengolahan dan pengemasan, penyimpanan, 

peritelan hingga sampai ke tangan pelanggan.  

Aturan pengemasan dalam logistik adalah melindungi produk sepanjang 

pengiriman dan distribusi (talib, 2012). Pengemasan akan membatasi dan 

meminimalisir kemungkinan bahaya, cacat produk, salah penanganan sepanjang 

akitivitas distribusi. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1 Tahapan Penelitian 

Rangkaian kegiatan penelitian dilakukan dalam tahapan berikut ini: 

1. Studi Pendahuluan berupa studi literatur dan studi lapangan berkaitan 

identifikasi produk halal dan komponen yang terlibat dalam kelangsungan 

produk halal. Pengamatan dilakukan untuk mendeskripsikan bentuk pelayanan 

produk halal, pelaku dan pengambilan kebijakan berkaitan produk halal. Studi 

ini akan memetakan pengetahaun, pengalaman dan perilaku konsumen, 

perusahaan produksi dan distributor dan dinas pemerintahan terkait atas 

jaminan produk halal. Analisis pengetahuan, pengalaman dan perilaku aktor 

terkait dilakukan dengan memanfaatkan metode statistik uji inferensi 

parametrik. 

2. Merumuskan model pelayanan logistik halal terhadap salah satu pilihan 

produk. Tahap ini akan menggambarkan dan merumuskan secara lengkap 

model logistik halal produk pilihan. Sejak produk tersebut dikemas, dikirim 

hingga sampai di tangan konsumen dengan aturan yang sesuai dengan syariah 

agama islam. 

Rincian tahapan penelitian disajikan dalam diagram Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Tahapan Penelitian 

 

3.2 Teknik Pengumpulan Data dan Analisis  

Survai lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer terutama data 

utama yang tidak diperoleh dari studi pustaka. Pengumpulan data primer akan 

dilakukan dengan cara diskusi, wawancara, dan pengisian kuesioner di lokasi 

penelitian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pakar yang 

akan dilibatkan dalam pengumpulan data merupakan ahli di bidangnya dan 

bersedia untuk terlibat dalam penelitian ini. Responden konsumen dan pemangku 

kepentingan akan dilibatkan dalam penelitian ini melalui wawancara dan 

pengisian kuesioner.   

Pada tahapan ini dilakukan analisis sistem meliputi identifikasi kebutuhan, 

formulasi permasalahan dan identifikasi  sistem.  Analisis dilakukan untuk 

memperoleh gambaran perilaku konsumen, pengusaha dan dinas terkait MUI. 

Tata laksana penelitian ini menggunakan pendekatan sistem sebagai berikut: 

Studi Lapangan Studi Literatur 

Uji Perilaku Aktor Produk Halal 

Pengumpulan Pengolahan Data 
melalui penyebaran kuisioner  

Pembuatan Model 

Logsitik Halal  

 

Kesimpulan dan Saran 
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1. Analisis sistem, yaitu tahap awal dengan tiga kegiatan yaitu analisis 

kebutuhan masing-masing pelaku dan pihak yang berkepentingan pada 

sistem logsitik halal. 

2. Desain sistem, yaitu tahapan merancang model logsitik halal, terdiri atas 

komponen sistem logistik halal, fasilitas dan pengetahuan untuk 

meningkatkan efektivitas sistem. 

3. Data yang diperoleh dari hasil studi pustaka ataupun survai lapang diolah 

sesuai dengan rancangan metode yang digunakan.  

 

3.3 Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Propinsi D.I Yogyakarta khususnya pelaku dan 

konsumen produk halal. Pejabat strukutral pemerintahan khususnya LPOM-MUI, 

pengusaha dan pedagang produk halal.  
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Hasil dan Pembahasan dalam penelitian ini merupakan pengkajian 

terhadap pemahaman dan penerimaan masyarakat berkaitan dengan ketersediaan 

produk halal di wilayah D.I Yogyakarta. 

 

4.1 Ketersediaan Produk Halal dan Pemilihan Obyek Penelitian 

Saat ini produk konsumsi yang tersedia di pasar komoditas berasal dari 

segala penjuru unit produksi. Produk dihasilkan dari skala rumah tangga, industri 

skala kecil hingga industri besar dari produksi dalam negeri maupun produk 

impor dari luar negeri. Produk-produk tersebut sangat mudah dijumpai baik di 

lokasi pasar secara fisik, toko-toko, swalayan, mini market, warung, maupun 

pasar secara non fisik seperti jaringan dunia maya.  

Keanekaragaman produk yang tersedia di pasar tidak seluruhnya 

memenuhi ketentuan standar produk disyaratkan yang setidaknya memuat merk 

dagang, kandungan isi, berat isi, identitas produsen, ijin BPOM RI maupun 

keterangan “halal”. Umumnya untuk produk makanan yang diproduksi oleh 

perusahaan besar dan dikemas dengan baik keterangan atau logo “halal” sangat 

mudah ditemukan. Berbeda dengan produk dari usaha skala kecil, rumahan 

bahkan sebagian perusahaan skala menengah. 

Produk konsumsi kategori kebutuhan pokok bahkan lebih sulit ditemukan 

informasi yang dipersyaratkan. Komoditas daging  ayam, daging sapi dan hasil 
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olahannya meski sebagian telah dikemas dengan baik tetapi banyak yang belum 

memiliki keterangan “halal”. 

Berkaitan penelitian produk halal dan kondisi pengamatan lapangan yang 

sudah dilakukan, maka obyek penelitian produk halal dalam penelitian ini 

difokuskan pada kehalalan ketersediaan produk potongan daging sapi dan daging 

ayam.  

 

4.2 Ketersediaan Pasar Produk Daging Potong di D.I Yogyakarta 

Ketersediaan produk daging potong yang ditemui di pasaran sebagian 

besar adalah produk daging sapi dan produk daging ayam. Sebagian kecilnya 

adalah produk daging kambing, daging babi, daging kelinci dan jenis daging 

lainnya. Produk tersebut dapat di temui di pasar-pasar tradisional, toko penjualan 

daging, pasar-pasar modern skala besar, pasar-pasar khusus dan di tempat 

pemotongan hewan. 

Yogyakarta memiliki satu unit Rumah Pemotongan Hewan (RPH) berupa 

Unit Pelaksana Teknis Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pertanian 

di Daerah Giwangan Kota Yogyakarta. RPH Giwangan merupakan salah satu 

mata rantai peredaran daging sapi secara nasional dan telah disertifikasi oleh 

Pemda DIY dan sertifikat halal MUI. Saat ini RPH Giwangan Yogyakarta baru 

mampu memenuhi sekitar 50 % dari total kebutuhan daging sapi yang dipasok ke 

pasar, sedangkan kekurangannya dipenuhi dari luar kota (Tribun Jogja, 2016). 

Jumlah sapi yang dipotong sekitar 14 hingga 15 ekor setiap harinya oleh sebelas 

juru sembelih halal yang ada di RPH. Jumlah tersebut belum memenuhi 
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kebutuhan daging sapi di masyarakat sehingga harus dipenuhi dari luar kota 

seperti Bantul, Sleman dan Boyolali.  

Seluruh daging yang dihasilkan di RPH Giwangan melalui pemeriksaan 

ketat baik sebelum disembelih hingga saat sudah menjadi karkas dan distribusi ke 

pasar tradisional untuk selanjutnya digunakan konsumen akhir. Langkah-langkah 

pengawasan produksi meliputi umur ternak, kondisi ternak, jenis kelamin ternak 

dan asal-usul ternak yang di potong. RPH yang baik memiliki syarat berdiri yaitu 

persyaratan lokasi, bangunan, peralatan, prasarana tambahan dan sumber daya 

manusia.  

Memperhatikan kelayakan fasilitas RPH Giwangan, selain pengiriman 

langsung ke pasar tradisional, RPH Giwangan juga melayani jasa pemotongan 

terhadap ternak yang dibawa pelanggan langsung. Pelanggan langsung 

selanjutnya menjual ke konsumen akhir. Model pelayanan RPH Giwangan dapat 

digambarkan pada Gambar 4.1 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Model Pelayanan RPH Giwangan 
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RPH GIWANGAN 
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Pelanggan Langsung 
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Model pelayanan RPH Giwangan yang ada pada Gambar 4.1 dapat 

diperjelas sebagai berikut: 

1. RPH Giwangan melakukan pembelian hewan ternak yang hendak 

dipotong melalui peternakan sekitar D.I Yogyakarta 

2. Hewan ternak kemudian dibawa ke RPH Giwangan untuk dilakukan 

proses pemotongan sesuai standar operasi yang sudah ditentukan 

3. Hasil potongan kemudian dikirim ke pasar tradisional 

4. Konsumen memperoleh daging potong melalui pembelian di pasar 

tradisional 

5. Sebagian lain, pelanggan datang sendiri ke RPH Giwangan bersama 

hewan yang akan dipotong 

6. Pelanggan membawa hasil potongan hewan tersebut kembali 

7. Pelanggan melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir 

8. Pelanggan melakukan penjualan melalui pasar-pasar tradisional 

Selain RPH Giwangan, di wilayah Yogyakarta terdapat banyak rumah 

pemotongan hewan (RPH) mandiri yang dikelola secara personal. Bentuk 

pelayanan dilakukan dengan cara membeli hewan ternak dari peternakan 

kemudian dipotong dan dipasarkan sendiri ke pasar tradisional, warung, restoran, 

hotel dan usaha boga (catering). Beberapa RPH bahkan sudah memiliki pelanggan 

tetap yang datang membeli langsung di lokasi pemotongan. Bentuk lain pelayanan 

RPH mandiri adalah memberikan jasa pemotongan kepada pelanggan yang 

membawa ternak sendiri yang kemudian dipasarkan sendiri. Selain itu beberapa 

toko dan pasar modern seperti Carefour, produk daging potong disediakan melalui 
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peternakan sendiri dan failitas pemotongan sendiri. Model pelayanan RPH 

Mandiri dapat digambarkan pada Gambar 4.2 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Model Pelayanan RPH Mandiri 

 

Model pelayanan RPH mandiri yang ada pada Gambar 4.2 di atas dapat 

diperjelas sebagai berikut: 

1. RPH mandiri melakukan pembelian hewan ternak yang hendak dipotong 

melalui peternakan sekitar D.I Yogyakarta 

2. Hewan ternak kemudian dibawa ke RPH mandiri untuk dilakukan proses 

pemotongan sesuai standar operasi yang sudah ditentukan 

3. RPH mandiri memperoleh hewan ternak melalaui peternakan sendiri dan 

dibawa ke lokasi pemotongan 

4. Hasil potongan kemudian dikirim ke pasar tradisional 

5. Konsumen memperoleh daging potong melalui pembelian di pasar 

tradisional 
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6. RPH mandiri melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir seperti 

restoran, rumah makan, catering 

7. Sebagian lain, pelanggan datang langsung ke RPH mandiri bersama hewan 

yang akan dipotong 

8. Pelanggan membawa hasil potongan hewan tersebut kembali 

9. Pelanggan melakukan penjualan langsung ke konsumen akhir 

10. Peanggan melakukan penjualan langsung melalui pasar-pasar tradisional. 

 

4.3 Penyusunan dan Pengumpulan Data Konsumen Produk Halal 

Untuk mengetahui perilaku konsumen produk halal khususnya masyarakat 

muslim di D.I Yogyakarta diperoleh melalui penyebaran kuisioner produk halal. 

Kuisioner produk halal dalam penelitian ini disusun dengan menggunakan 

perangkat lunak kuisioner di google.com seperti yang termuat dalam halaman 

lampiran 1 dan disebarkan secara dalam jaringan (online).  

Kuisioner terdiri dari dua bagian, yaitu pertanyaan untuk identitas berupa 

nama responden dan usia, data kota tempat tinggal untuk membantu validitas 

bahwa responden merupakan masyarakat yang tinggal di D.I Yogyakarta dan data 

nomor telepon. Bagian kedua kuisioner adalah pertanyaan inti yang bertujuan 

untuk mengetahui pengetahuan, pemahaman dan tanggapan masyarakat terhadap 

produk halal. Secara lengkap isi kuisioner disajikan pada halaman lampiran 1. 

Setelah kuisioner disusun, selanjutnya adalah menyebarkan kuisioner 

kepada masyarakat yang beragama Islam. Kuisioner disebarkan secara jaringan 

melalui laman-laman jejaring sosial facebook, black berry massenger, whatsAp 
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dan melalui pesan singkat. Kuisoner disebarkan selama satu minggu. Jumlah 

respon yang masuk sebanyak 42 buah. Respon yang masuk kemudian diseleksi 

sehingga tersisa 41 buah dikarenakan terdapat 2 respon dari responden yang sama. 

Hal ini bisa terjadi karena keadaan masyarakat yang belum terbiasa mengisi 

kuisioner dengan menggunakan jaringan internet. Sehingga terdapat keraguan 

dalam hal pengiriman data apakah sudah terkirim atau belum. 

Berdasarkan 41 data yang masuk dapat diketahui bahwa 85,4% responden 

selalu memperhatikan kehalalan produk yang dikonsumsi. Rata-rata 83,3% 

responden memperhatikan kehalalan produk dari segi zat nya, cara 

memperolehnya dan cara mengolahnya. Sebanyak 72,5% responden meyakini 

bahwa proses pengemasan dan cara pengiriman produk berpengaruh kepada ke-

halal-an produk. Sebanyak 60,5% responden yakin untuk tidak membeli produk 

yang tidak memiliki logo halal. Sebanyak 55% responden mengetahui tentang 

akan diberlakukannya Undang-undang Jaminan Produk Halal pada tahun 2019. 

Secara lengkap hasil pengumpulan data kuisioner disajikan pada Gambar 4.3 

hingga 4.7berikut: 

 

Gambar 4.3 Perhatian Terhadap Produk Halal 
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Gambar 4.4 Pengetahuan Sendi Produk Halal 

 

Gambar 4.5 Pengetahuan Kemasan Produk Halal 

 

Gambar 4.6 Kemantapan Konsumsi Produk Halal 
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Gambar 4.7 Pengetahuan Undang-undang Jaminan Produk Halal 

 

4.4   Analisis dan Pembahasan  

Analisis dan pembahasan dalam penelitian ini ditujukan untuk mengkaji 

perilaku distributor/ pedagang  dan konsumen produk halal khususnya masyarakat 

muslim di D.I Yogyakarta diperoleh melalui pengamatan dan wawancara 

langsung serta penyebaran kuisioner produk halal.  

4.4.1 Pola Perilaku Distributor Produk Halal 

Pola ketersediaan produk daging di D.I Yogyakarta dipengaruhi oleh 

banyak aktor. Peranan pemerintah melalui Rumah Pemotongan Hewan 

Disperindagkoptan menguasai 50% ketersediaan produk daging dengan 

jalur distribusi yang sangat sederhana. Hasil pemotongan hewan secara 

langsung didistribusikan ke pasar-pasar tradisional.  

RPH milik pemerintah seperti RPH Giwangan telah memiliki sertifikat 

halal dari MUI. Pemberian sertifikat halal ini mengindikasikan bahwa 

proses penyediaan daging dari RPH Giwangan mulai dari proses 

persiapan, pemotongan dan pendistribusian ke pasar-pasar tradisional telah 

memenuhi unsur halal. 
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Selain peran pemerintah, ketersediaan daging di D.I Yogyakarta juga 

dipengaruhi oleh peran swasta melalui usaha rumah potong yang dikelola 

secara mandiri baik berlokasi di D.I Yogyakarta maupun diluar D.I 

Yogyakarta. Rumah potong mandiri sebagian besar tidak memiliki 

sertifikat halal dari MUI. Hal ini diindikasikan terjadi karena beberapa hal 

berikut: 

1. Kurangnya pemahaman pengusaha pemotongan hewan berkaitan 

pengurusan sertifikat Halal MUI. Pengusaha pemotongan hewan 

banyak yang tidak mengerti jika rumah pemotongan juga dapat 

disertifikasi halal oleh MUI.  

2. Keterbatasan kemampuan modal pengusaha jasa pemotongan hewan. 

Untuk memperoleh sertifikat Halal MUI, pengusaha jasa pemotongan 

hewan memerlukan dana administrasi dwi tahunan (sertifikat Halal 

MUI berlaku 2 tahun dan harus diperbaharui setiap 2 tahun). 

Pengusaha jasa pemotongan juga  harus mempersiapkan rumah 

pemotongan hewan yang memenuhi kriteria MUI seperti diantaranya 

tempat pemotongan yang berspesifikasi dinding keramik dan 

pengolahan limbah pemotongan yang benar. Untuk memenuhi kriteria 

tersebut pengusaha membutuhkan modal lebih. Sehingga pengurusan 

sertifikat halal MUI terbentur dengan keterbatasan modal pengusaha. 

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan peran lembaga MUI 

untuk sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada pengusaha 

pemotongan hewan berkaitan sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah dapat 
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lebih berperan lagi dalam bentuk kemudahan pemberian bantuan modal 

usaha. Pemerintah dapat juga memberikan insentif khusus ataupun 

kemudahan lainnya kepada pengusaha pemotongan yang memiliki 

kepedulian terhadap jaminan produk halal. 

4.4.2 Pola Perilaku Konsumen Produk Halal 

Berdasarkan hasil pengumpulan data kuisioner terhadap konsumen produk 

halal (masyarakat beragama Islam), dapat diketahui bahwa perilaku, 

pengetahuan dan kepedulian masyarakat terhadap produk halal berkategori 

baik (rata-rata pada tingkatan 80%). Meski demikian masih ada 

masyarakat yang tetap melakukan pembelian produk meski tanpa logo 

halal. Berkaitan perilaku ini terindikasi bahwa masyarakat percaya 

sepenuhnya kepada penyedia produk dan menyerahkan kepada pemerintah 

berkaitan jaminan ke-halal-an produk. Pandangan ini menaruh harapan 

yang sangat besar kepada pemerintah sebagai penyelenggara negara untuk 

secara aktif menjaga ketersediaan produk halal.  

Penyusunan Undang-undang Produk Halal yang saat ini disusun oleh 

pemerintah merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Jika undang-

undang tersebut diberlakukan pada tahun 2019, diharapkan pemerintah 

untuk segera melakukan sosialisasi kepada masyarat. Hal ini diperlukan 

karena sebagian besar masyarakat belum mengetahui adanya Undang-

undang Produk Halal yang saat ini sedang dipersiapkan pemerintah.  

Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengetahui draf Undang-undang 

Produk Halal yang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Tetapi MUI 
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masih menunggu hingga undang-undang tersebut disyahkan dan 

selanjutnya akan melakukan sosialisasi kepada masyarakat. 

4.4.3 Model Logistik Halal di D.I Yogyakarta 

Memahami pola ketersediaan produk daging di pasar wilayah D.I 

Yogyakarta yang diisi oleh lembaga pemerintah dan masyarakat secara 

personal, sangat diperlukan peranan pemerintah dan MUI dalam menjamin 

tersedianya produk daging halal. Pemerintah diharapkan selalu 

mendukung MUI untuk menjadi lembaga yang kuat khususnya dalam 

melaksanakan tugas sertifikasi halal pada lembaga pemotongan hewan 

milik pemerintah, milik swasta baik kelompok maupun perseorangan. 

Pengawasan dan sertifkasi pedagang langsung dapat pula dirumuskan 

berkaitan model distribusi yang memenuhi unsur syariah Islam. Model 

logistik halal di D.I Yogyakarta secara lengkap dapat digambarkan seperti 

Gambar 4.8 berikut: 
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Gambar 4.8 Model Logistik Halal D.I Yogyakarta 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan  

Berdasarkan hasil pengumpulan, pengolahan dan analisa data yang telah 

dilakukan dalam penelitian ini, dapat diambil beberapa kesimpulan berikut: 

1. Kepedulian masyarakat muslim yogyakarta terhadap konsumsi produk 

halal dikategorikan sangat baik. Dari sepuluh orang masyarakat muslim 

D.I Yogyakarta sembilan orang diantaranya sangat memperhatikan 

kehalalan produk yang dikonsumsi. 

2. Konsistensi konsumsi produk halal masyarakat Yogyakarta dikategorikan 

cukup baik. Dari sepuluh orang masyarakat muslim D.I Yogyakarta hanya 

enam orang diantaranya yang konsisten untuk tidak mengkonsumsi produk 

yang tidak mencantumkan logo halal. 

3. Distributor dan konsumen Produk Halal D.I Yogyakarta pada umumnya 

tidak mengetahui adanya Undang-undang Produk Halal yang akan 

diberlakukan pada tahun 2019.  

4. Pelaku usaha produk daging umumnya belum siap berkaitan modal dan 

pemahaman terhadap fungsi dan administrasi pengurusan sertifikat halal 

MUI. 

5. Pasar logistik halal produk daging di D.I Yogyakarta sebanyak 50% 

dikuasai oleh pemerintah melalui UPT pemotongan hewan ternak di 

Giwangan. UPT Giwangan telah memenuhi sertifikasi halal MUI dari segi 
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persiapan, pemotongan dan pendistribusian daging potong. Sebagian 

lainnya pasar daging D.I Yogyakarta diisi oleh pengusaha mandiri atau 

personal yang sebagian besar belum tersertifikasi halal MUI. 

 

5.2 Saran  

Untuk mengatasi permasalahan di atas, diperlukan peran lembaga MUI 

untuk sosialisasi dan pembinaan yang lebih intensif kepada pengusaha 

pemotongan hewan berkaitan sertifikasi halal. Selain itu, pemerintah dapat lebih 

berperan lagi dalam bentuk kemudahan pemberian bantuan modal usaha. 

Pemerintah dapat juga memberikan insentif khusus ataupun kemudahan lainnya 

kepada pengusaha pemotongan yang memiliki kepedulian terhadap jaminan 

produk halal. 

Penyusunan Undang-undang Produk Halal yang saat ini disusun oleh 

pemerintah merupakan langkah yang perlu diapresiasi. Jika undang-undang 

tersebut diberlakukan pada tahun 2019, diharapkan pemerintah untuk segera 

melakukan sosialisasi kepada masyarat. 

 

 



30 
 

 
 

DAFTAR  PUSTAKA 

 

Dewi, Diana candra (2007) Rahasia Dibalik Makanan Haram, UIN-Press. 

Lambert, D. M., Stock, J. R., & Ellram, L. M. (1998) Fundamentals of Logistics 

Management. Boston, NY: Irwin/McGraw-Hill. 

Noor Mohd Ali Mohd, Nor Aini Hj. Idris (2013) Faktor-faktor yang 

Mempengaruhi Ketidakcekapan Pelbagai Industri Pemrosesan Makanan 

Halal Malaysia, Prosiding Perkem VIII, Jilid I, Johar Bahru, Malaysia. 

Talib, Mohamed Syazwan Ab, Mohd Remie Mohd Johan (2012) Issues in Halal 

Packaging: A Conceptual Paper, CSCanada International Business and 

Management, vol.2 no.5. 

Talib, Mohamed Syazwan Ab, Abu Bakar Abdul Hamid, Mohd Hafiz Zulfakar & 

Ananda S. Jeeva (2014) Halal Logistics PEST Analysis: The Malaysia 

Perspectives, Asian Social Science; Vol. 10, No. 14, Canada  

 

Republika (29 Januari 2016) MUI Dorong Sertifikasi Halal Hingga Tahap 

Distribusi.  

Republika (29 Januari 2016) Kemenhub Segera Kaji Aturan Distribusi Produk 

Halal.  

Republika (16 Februari 2016) Kesadaran Masyarakat Indonesia Mengonsumsi 

Produk Halal Masih Rendah. 

Tribun Jogja (29 Januari 2016), RPH Giwangan Baru Penuhi 50 persen 

Permintaan Pasar 

  



31 
 

 
 



32 
 

 
 

 



33 
 

 
 

 


